
Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana [LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3209);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik In~unesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4400);

r> Menimbang : a. babwa dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor
28 Tabun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu penyediaan pasar tradisional /sederhana
berupa pelataran,. los, kios yang dikelola Pemerintah
Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;

b. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang
Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah maka, Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b diatas , perlu ditetapkan Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

BUPATI TAMBRAUW,

DEHGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
HOMOR 13 TAHUN 2013

BUPATI TAMBRAUW



5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua
Barat ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4940), sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 56 Tahun
2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di
Propinsi Papua Barat( Lembaran Negara Tahun 2013
Nomor 85, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5416);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 teritang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor .
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

11. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyeIengga-raan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tambrauw dan perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tambrauw,
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seIanjutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tambrauw.

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Tambrauw.

6. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah

pembayaran retribusi atas pelayanan pasar oleh Pemerintah Daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tambrauw.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasall

Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSIPELAYANAN
PASAR

MEMUTUSKAN:

DEWANPERWAKILANRAKY.'\TDAERAHKABUPATENTAMBRAUW
Dan

PEMERINTAHKABUPATENTAMBRAUW

Dengan Persetujuan Bersama

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupatenj Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pernberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 04 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata KeIja Dinas Daerah
Kabupaten Tambrauw.



8. Pejabat adalah pegawainegeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perfcetribusian daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang rneliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Mllik Negara atau Daerah dengan

nama atau dalam bentuk apapun,firma,kongsi,koperasi,dana
pensiun.persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,
Organisasi sosial politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga,bentuk

usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Pemeriksaan adalah keseluruhan tindakan yang dilakilkan oleh Pegawai

Berhak yang diberi hak menera ulang untuk mencocokkan atau menilai
jenis, tipe atas alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya
sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sehingga dapat atau tidak dapat diuji.

11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dfP:l/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan.

12. Jasa adalah kegiatan Pemcrintah Daerah berupa usaha dan :t't"l~yanan

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh

Pernerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14. Wajib Retribusi adaJah orang. pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.



(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas
pelayanan pasar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal2

BAB 1I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,

adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh

Kepala Daerah.

17. Surat Ketetapan Retribusi, yang selanjutya disingkat SKRD, adalah

.surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok

retribusi yang terutang,

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danj atau sanksi

administrative berupa bunga danj atau denda.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah

data, keterangan, danj atau bukti yang dilaksanakan secara objektif

dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi danjatau untuk

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang­

undangan retribusi daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana di bidang retribusi daerah yang teIjadi serta menemukan

tersangkanya.



(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
rnasyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan
tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Pasal7

BABV
PRINSIPYANGDIANUTDALAMPENETAPANSTRUKTUR

DANBESARNYATARIFRETRlBUSI

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran dan jangka
waktu penggunaan fasilitas pasar.

Pasal6

BABIV
CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA

YANGBERSANGKUTAN

Retribusi pelayanan Pasar digolongkan kedalam Golongan Retribusi Jasa
Umum.

Pasal 5

BABII!
GOLONGANRETRlBUSI

(1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati
pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan
membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal4

(1) Objek Retribusi adalah Penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana,
berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus
disediakan untuk pedagang.

(2) Dikecual.ikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ...yat (1)
adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN,BUMD,dan
pihak swasta.

Pasa13



(1) Pembayaran Retribusi yang terutang hams dilakukan sekaligus dimuka.
(2) Retribusi dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang
merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Retribusi untuk melunasi
Retribusinya.

(3) Bupati atas permohonan wajib retribusi seteJah memenuhi persyaratan
yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada WajibRetribusi
untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebuJan.

(4) Ketentuan lebih Janjut mengenai tata cera pembayaran, pembayaran
dengan angsuran , dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.

PasallO

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat fasilitas pasar berlokasi.

Pasa19

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Rp. 1.000,- Permeterj'hari
Rp. 1.000,- Permeteryhari

Rp. 1.000,- Permeter/hari
pada ayat (1), termasuk pelayanan

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Pemakai pasar yang menempati ruangan tertentu secara menetap :

- Petak 1m2 Rp. 45.000,-/bulan
- Petak 2 m2 Rp. 60.000,-/bulan
- Petak 4 m2 Rp. 90.000,-/bulal1
- Petak 6 m2 Rp. 120.000 ,-/bu:an

b. Pemakai pasar yang menempati ruangan tertentu secara tidak
menetap/harian :
- Pedagang Sayuran
- Pedagang Buah
- Pedagang Barang campuran

(2)Retribusi sebagaimana dimaksud
persampahanykeberslhan.

Pasal8

BAB VI
BESARNYA TARIF RETRIBUSI



(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah
mengalampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana eli bidang
retribusi;

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika :
a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
b. Ada pengakuan utang Retribusi dar! Wajib Retribusi, baik langsung

maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal eliterimanya
Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum me1unasinya
kepada Pemerintah Daerah.

BAB,x

PENAGIHANPIUTANGRETRIBUSIYANGKEDALUARSA

Pasal13

(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD
jika wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada
waktunya atau kurang membayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dar! Retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang bayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BABIX

PENAGIHAN

Pasal12

(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan eli Kas Daerah atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan SSRD;

Pasal 11



Salinan yang Bah sesuai dengan aslinya,
a.n. DAERAH KABUPATEN

DAN ORGANISASI

LEMBARAN DAERAH KABUPATENTAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 13

M. AMRI MASRI

CAP/TTD

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTAMBRAUW.

GABRIEL ASEM.
Diundangkan di Sausapor
pada tanggal11-11-2013

CAP/TTD

BUPATI TAMBRAUW.

Ditetapkan eli Sausapor

pada tanggalll-11-2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah inidengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Tambrauw.

Peraturan Daerah inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PasallS

PENUTUP

BAa XI

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagikarena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan. 1

(2) Bupati menetapkan keputusan pengbapusan piutang retribusi yang sudah
kedaluarsa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan
Peraturan Bupati,

Pasal14

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan pemohon keberatan olehWajib Retribusi.



Cukup jelas
Pasal9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukupjelas

II. PASALDEM!
PASALPasall

Cukup jelas
Pasa12

Cukupjelas
Pasal3

Cukup jelas
Pasal4

Cukup jelas
Pasa15

Cukup Jelas
Pasal6

Cukupjelas
Pasal 7

Cukup jelas

Pasal8

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu
ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw tentang
Retribusi Pelayanan Pasar.

1. UMUM.
Bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan
pelayanan . masyarakat dan menjadi sumber pembiayaan
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat. Karena itu diperlukan
ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW
NOMOR 13 TAHUN 2013

PENJELASAN ATAS

'" .



TAMBAHAl'f LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2013 NOMOR 13

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukupjelas

Pasal 13

Cukupjelas
Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15
Cukup Jelas
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